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ABSTRAK

Perjanjian Sewa beli merupakan  hukum  kontrak innominaat adalah berbagai kontrak  yang muncul dan berkembang dalam masyarakat , seperti kontrak Sewa Beli , kontrak production sharing, join venture , kontrak karya , leasing , franchise, kontrak kontruksi , kontrak rahim dan lain-lain . Hukum kontrak   innominaat  bersifat  khusus, sedangkan hukum kontrak  atau hukum perdata  merupakan hukum yang bersifat umum . Artinya  bahwa kontrak-kontrak innominaat berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus , sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang – perundang yang mengaturnya. Apabila dalam undang – undang khusus tidak teratur  maka kita mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata. Adapun pengaturan Sewa Beli sebagai Hukum Kontrak Innominnat diatur di dalam Buku III KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak Innominaat, yaitu pasal 1319 KUH Perdata. Jadi Sewa Beli sebagai perjanjian Innominaat bila ditinjau menurut pasal 1319 KUH Perdata adalah sebagai perjanjian yang berada di luar Kitab Undang –undang Hukum Perdata, jadi perjanjian tersebut tunduk pada sebuah aturan umum yang terdapat pada  buku III  Kitab Undang – undang Hukum Perdata, dalam arti boleh saja asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Berdasarkan hasil penelitian di Kota Samarinda dan beberapa kota besar di Indonesia atas perjanjian Sewa Beli ternyata bahwa semua perjanjian yang menjadi obyek penelitian mencantumkan Klausul tentang jatuh tempo, Klausul ini sehubungan dengan ketidakmampuan pembeli untuk melaksanakan pembayaran angsuran tepat pada waktunya sebagaimana diperjanjikan. Dengan tidak memperhatikan sebab musabab keterlambatan tersebut penjual dengan seketika dapat menyatakan membatalkan perjanjian dan berhak menarik kembali barang yang menjadi obyek perjanjian. Klausul atau syarat menggugurkan ini dianggap merupakan syarat yang tidak seimbang dan keberadaannya hanya menguntungkan penjual dan tidak pada pembeli. 

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkembangan ekonomi di ikuti pula oleh perkembangan berbagai bentuk transakai, misalnya Sewa Beli, sewa guna usaha yang merupakan bentuk perjanjian innominaat hal ini karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh konsumen. Misalnya dalam pemilihan barang bergerak, seperti kendaraan bermotor, dengan sistem Sewa Beli dipandang sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Sistem ini menawarkan cara pembayaran angsuran dalam beberapa kali, dalam jangka waktu yang relatif panjang, yang tidak dijumpai pada sistem pembayaran tunai. Inilah yang menyebabkan pranata Sewa Beli semakin populer di masyarakat, tanpa terpikirkan persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul.

Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis kontrak Sewa Beli kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, mesin cetak, printing, offset, alat-alat elektronika, alat-alat mesin berat, sepeda, alat-alat musik. Sedangkan di dalam masyarakat transaksi cara Sewa Beli ternyata yang paling banyak adalah kontrak Sewa Beli kendaraan bermotor.


Lazimnya pranata Sewa Beli menggunakan bentuk perjanjian baku (standard form contract) yang mengikat penjual barang dan pembeli. Klausul-klausul dalam perjanjian tersebut telah di buat sebelumnya oleh pihak penjual tanpa melibatkan pihak pembeli, dan pembeli tinggal menandatanganinya saja. Pembeli yang membutuhkan kendaraan harus menerima dan memenuhi klausul-klausul yang dipersiapkan oleh penjual. Calon pembeli yang tidak menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut akan menanggung resiko tidak memperoleh kendaraan, barang-barang yang diinginkan.

Pranata jual beli angsura; pranata Sewa Beli (hire purchase) dan sewa guna usaha (leasing) merupakan pranata hukum perjanjian yang perkembangngannya didasarkan pada “kebebasan berkontrak” sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUH Perdata.

Secara khusus perundang-undangan yang melandasi pranata jual beli tunai dan pranata sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam sistem Hukum Perdata disebut sebagai perjanjian bernama atau benoemde contracten atau nominaat contracten. Sementara itu pranat jual beli angsuran dan pranata Sewa Beli, dimasukan dalam perjanjian tak bernama (onbenoemde contracten). Wirjono Prodjodikoro menyatakan sistem Burgerlijk Wetboek (B.W) juga memungkinkan para pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam B.W., W.V.K. atau UU lain. Untuk persetujuan-persetujuan ini berlakulah B.W. Buku III titel I-IV sepenuhnya. Ilmu pengetahuan Hukum Belanda menanamkan persetujuan semacam ini onbenoemde overeenkomsten persetujuan-persetujuan yang tidak disebutkan dalam undang-undang.

Menurut J.Satrio memberikan pengertian yang dimaksud dengan perjanjian innomaat, atau perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang. Karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurisprudensi).

Sisrtem yang digunakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang untuk selanjutnya disebut B.W adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam Pasal 1338 BW. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun KUHD atau UU lain.


Namun ketentuan-ketentuan umum BW Bk. III titel I s/d IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya suatu perjanjian(Pasal 1320) dan Pasal 1338 yang berhubungan dengan BW Bk. III yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak.


Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut maka lahir pranata Sewa Beli sebagai terobosan dari pranata jual beli tunai dan merupakan variant dari jual beli angsuran.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam BW, sebagai tercantum di  dalam Bab atau titel V s/d XVIII tentang persetujuan-persetujuan tertentu khususnya pada pranata jual beli dan sewa menyewa merupakan dasar awal timbulnta pranata Sewa Beli tersebut. Hal ini didasarkan pada kontruksi sui generis. Ajaran tersebut mendasarkan pada prinsip bahwa syarat-syarat yang lebih dominan dari salah satu pranata apakah syarat-syaratnya lebih banyak pada perjanjian jual beli ataukah lebih banyak mempunyai syarat-syarat sewa menyewa. Maka pranata yang baru tersebut akan dapat dikelompokan pada jual beli ataukah sewa menyewa. Perjanjian ini merupakan perjanjian campuran dimana bahwa dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada  (contractus sui generis).

Demikian pula apabila unsur-unsur perjanjian sewa menyewa lebih kuat maka Sewa Beli tersebut dikelompokan pada perjanjian sewa menyewa.Dalam masyarakat pada umumnya menyebut sewa beli untuk pranata yang di Belanda disebut Huurkoop, di Inggris disebut Hire Purchase. Sedangkan penulis lebih condong dengan penyebutan pranata Sewa Beli daripada sewa beli. Alasan penulis memberikan penyebutan Sewa Beli bahwa niat utama para pihak yaitu adanya peralihan hak dan bukan hanya sekedar untuk penikmatan dari obyek perjanjian atau sewa saja akan tetapi sebagai pembelian atau peralihan hak milik. Pranata Sewa Beli dalam masa pembayaran mengangsur hak milik masih ditangan pemilik, sehingga selama masa pembayaran angsuran dianggap dianggap sebagai sewa, sampai seluruh harga dipenuhi  baru kepemilikan secara otomatis beralih. Penulis lebih memberi stresing atau penekanan pada pembeliannya bukan penjualannya. Dengan demikian istilah yang penulis pergunakan yaitu Sewa Beli bukan jual sewa meskipun pengertiannya sama.      

Sewa Beli adalah perjanjian yang posisinya berada diluar KUHPdt  atau dapat disebut sebagai kontrak Innominaat, penulis akan mencoba meneliti bagaimana perjanjian Sewa Beli ini apabila ditinjau menurut pasal 1319 KUHPdt, sehingga akan lebih jelas pengaturannnya . selain itu bagaimana hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak seimbang  serta sikap Mahkamah Agung Mengenai perjanjian Sewa Beli dalam praktek. 
Dari Uraian tersebut diatas penulis tertarik mengangkat judul “HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI SEBAGAI PERJANJIAN INNOMINAAT YANG TIDAK SEIMBANG DI TINJAU MENURUT PASAL  1338  Jo PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat membatasi permasalahan agar dalam pembahasan ini  akan lebih terarah, adapun perumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana  Sewa Beli sebagai hukum perjanjian Innominaat  di Tinjau Menurut 1319 KUH Perdata ?
2.   Bagaimana hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak   seimbang ?

3.   Bagaimana Sikap Mahkamah Agung mengenai perjanjian Sewa Beli  Dalam praktek ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
          Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini diharapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Tujuan Obyektif


     Tujuan Penelitian ini terutama untuk membuktikan bahwa kebebasan berkontrak di dalam perjanjian Sewa Beli harus dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan guna melindungi pihak yang lemah , Untuk mengetahui Dimana Ruang Lingkup dan Sifat Sewa Beli sebagai perjanjian Innominaat serta keabsahannya bila dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPdt jo pasal 1328 KUHPdt. 
2. Tujuan Subyektif.

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat akademis  yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

         Adapun Manfaat Penelitian .Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum dagang pada khususnya.

D. Metode dan Tehnik Penelitian
 Cara Penelitian.

1.Penelitian Yuridis Normatif. 

Mempelajari literatur serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas.

      2.Penelitian Yuridis Empiris

Observasi dilakukan untuk data primer dari obyek penelitian di lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa kuesioner dan  wawancara.
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA
A. Sewa Beli sebagai hukum perjanjian Innominaat Di Tinjau Menurut Pasal 1319 KUH Perdata. 
         
Berdasarkan penelitian bahwa hukum  kontrak innominaat adalah berbagai kontrak  yang muncul dan berkembang dalam masyarakat , seperti kontrak Sewa Beli , kontrak production sharing, join venture , kontrak karya , leasing , franchise, kontrak kontruksi , kontrak rahim dan lain-lain . Hukum kontrak   innominaat  bersifat  khusus, sedangkan hukum kontrak  atau hukum perdata  merupakan hukum yang bersifat umum . Artinya  bahwa kontrak-kontrak innominaat berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus , sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang – perundang yang mengaturnya. Apabila dalam undang – undang khusus tidak teratur  maka kita mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata. Adapun pengaturan Sewa Beli sebagai Hukum Kontrak Innominnat diatur di dalam Buku III KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak Innominaat, yaitu pasal 1319 KUH Perdata. Jadi Sewa Beli sebagai perjanjian Innominaat bila ditinjau menurut pasal 1319 KUH Perdata adalah sebagai perjanjian yang berada di luar Kitab Undang –undang Hukum Perdata, jadi perjanjian tersebut tunduk pada sebuah aturan umum yang terdapat pada  buku III  Kitab Undang – undang Hukum Perdata, dalam arti boleh saja asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.


Adapun pengaturan Sewa Beli sebagai Hukum Kontrak Innominnat diatur di dalam Buku III KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak Innominaat, yaitu pasal 1319 KUH Perdata berbunyi “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.



      Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada Buku III KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan kontrak innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata.



      Berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kontrak  Innominaat, yang terdapat diliuar  KUH Perdata, sebagai berikut : 

1. Stb. 1973 No. 289 tentang Sewa Beli ;

2. Undang-undang  No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi;

3. Undang –undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi;
4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang warala                                        
ba ( Franchise );

5. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian  dan Perdagangan No. : Kep-122/MK/IV/2/1974 dan Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor : 30/KPB/I/1974 tentang perizinan usaha leasing.




         Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan ketentuan hukum  yang bersifat umum, sedangkan ketentuan hukum yang mengatur kontrak Innominaat merupakan ketentuan yang bersifat khusus. Dengan demikian berlaku asas  “ Lex specialis derogat lex generalis” artinya undang – undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pada saat Undang-undang yang bersifat khusus tidak mengatur secara rinci  maka dapat digunakan Undang-undang yang bersifat umum. 



Pada prinsipnya, sistem pengaturan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu closed system dan open system, Sistem tertutup (closed system) merupakan sistem, bahwa setiap orang tidak diperkenankan untuk mengadakan hak-hak kebendaan baru, selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang Sistem ini dianut oleh hukum benda.



Hukum kontrak innominaat merupakan bagian dari hukum kontrak pada umumnya. Hukum kontrak innminaat merupakan hukum yang khusus, sedangkan hukum kontrak merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum. Dikatakan bersifat umum, karena hukum kontrak mengkaji dua hal, yaitu mengkaji kontrak –kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Sedangkan hukum kontrak innominaat hanya mengkaji kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

B. Hak dan kewajiban dalam Perjanjian Tidak Seimbang.



       Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa di dalam perjanjian yang memakai judul sewa beli, jual beli angsuran, sewa beli,   perjanjian kredit ternyata hak dan kewajiban para pihak juga tidak seimbang, dalam arti beberapa ketentuan menguntungkan kepada para pihak pemilik atau penjual. Umpamanya berkaitan dengan klausul jatuh tempo, penyerahan hak gaji/upah, kewajiban membayar sekaligus, percepatan pembayaran, denda keterlambatan pembayaran, asuransi, pengambilan kembali barang oleh pembeli, kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, kekuatan perjanjian , pengakhiran tanpa putusan hakim.



Suatu ciri atau karakter dalam Sewa Beli yang menonjol selain adanya penundaan peralihan hak adalah syarat” jatuh tempo” atau”menggugurkan” (verval clausule), Syarat ini sesungguhnya akibat dari adanya karakter utama dari Sewa Beli yaitu syarat penundaan peralihan. Dengan kondisi hak milik masih di tangan penjual meskipun barang sudah beralih ke tangan pembeli mengakibatkan status barang selama masa pembayaran angsuran dianggap sebagai “sewa”. Keadaan demikian memberi peluang bagi penjual untuk melindungi diri sebagai pengamanan apabila terjadi wanprestasi dari pembeli misalnya pembeli tidak melaksanakan pembayaran angsuran sesuai yang diperjanjikan oleh karena itu, keadaan ini dipergunakan oleh penjual untuk membuat syarat dapat menarik barang obyek perjanjian yang berakibat pula pada uang yang telah dibayarkan sebelumnya.



Dari hasil penelitian di Kota Samarinda dan beberapa kota besar di Indonesia atas perjanjian Sewa Beli ternyata bahwa semua perjanjian yang menjadi obyek penelitian mencantumkan Klausul tentang jatuh tempo, Klausul ini sehubungan dengan ketidakmampuan pembeli untuk melaksanakan pembayaran angsuran tepat pada waktunya sebagaimana diperjanjikan.



Dengan tidak memperhatikan sebab musabab keterlambatan tersebut penjual dengan seketika dapat menyatakan membatalkan perjanjian dan berhak menarik kembali barang yang menjadi obyek perjanjian. Klausul atau syarat menggugurkan ini dianggap merupakan syarat yang tidak seimbang dan keberadaannya hanya menguntungkan penjual dan tidak pada pembeli. Hal ini merupakan syarat yang tidak memberikan gambaran adanya bargaining power yang sama bagi para pihak.
BAB III P E N U T U P
A. Kesimpulan 

1. Perjanjian Sewa beli merupakan  hukum  kontrak innominaat adalah berbagai kontrak  yang muncul dan berkembang dalam masyarakat , seperti kontrak Sewa Beli , kontrak production sharing, join venture , kontrak karya , leasing , franchise, kontrak kontruksi , kontrak rahim dan lain-lain . Hukum kontrak   innominaat  bersifat  khusus, sedangkan hukum kontrak  atau hukum perdata  merupakan hukum yang bersifat umum . Artinya  bahwa kontrak-kontrak innominaat berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus , sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang – perundang yang mengaturnya. Apabila dalam undang – undang khusus tidak teratur  maka kita mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata. Adapun pengaturan Sewa Beli sebagai Hukum Kontrak Innominnat diatur di dalam Buku III KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak Innominaat, yaitu pasal 1319 KUH Perdata. Jadi Sewa Beli sebagai perjanjian Innominaat bila ditinjau menurut pasal 1319 KUH Perdata adalah sebagai perjanjian yang berada di luar Kitab Undang –undang Hukum Perdata, jadi perjanjian tersebut tunduk pada sebuah aturan umum yang terdapat pada  buku III  Kitab Undang – undang Hukum Perdata, dalam arti boleh saja asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian di Kota Samarinda dan beberapa kota besar di Indonesia atas perjanjian Sewa Beli ternyata bahwa semua perjanjian yang menjadi obyek penelitian mencantumkan Klausul tentang jatuh tempo, Klausul ini sehubungan dengan ketidakmampuan pembeli untuk melaksanakan pembayaran angsuran tepat pada waktunya sebagaimana diperjanjikan. Dengan tidak memperhatikan sebab musabab keterlambatan tersebut penjual dengan seketika dapat menyatakan membatalkan perjanjian dan berhak menarik kembali barang yang menjadi obyek perjanjian. Klausul atau syarat menggugurkan ini dianggap merupakan syarat yang tidak seimbang dan keberadaannya hanya menguntungkan penjual dan tidak pada pembeli. 
B. Saran – saran. 

1. Bahwa dengan tidak memperhatikan sebab musabab keterlambatan tersebut penjual dengan seketika dapat menyatakan membatalkan perjanjian dan berhak menarik kembali barang yang menjadi obyek perjanjian. Klausul atau syarat menggugurkan ini dianggap merupakan syarat yang tidak seimbang dan keberadaannya hanya menguntungkan penjual dan tidak pada pembeli/debitur. Hal ini merupakan syarat yang tidak memberikan gambaran adanya bargaining power yang sama bagi para pihak. Untuk itu penulis menyarankan agar tindakan menarik kembali barang yang menjadi obyek perjanjian seketika itu seyogya dihindari oleh pihak kreditur/penjual dan seyogyanya diawali dengan adanya Somatie terlebih dahulu  dengan harapan memberi kesempatan kepada debitur untuk berusaha mencari solusi dalam penyelesaian.

2. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian Sewa Beli , walaupun perjanjian tersebut termasuk dalam perjanjian Innominaat  diharap tetap memperhatikan pada aturan yang bersifat general / umum yang terdapat pada Buku III KUH Perdata, sehingga tentang keabsahan dari perjanjian tersebut bisa terkontrol secara hukum.     
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